
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI PASURUAN 

PROVINS! JA WA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR  218  TAHUN 2023

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 5 TAHUN 2023 

TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN 

PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL 

NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian 

hukum kepada Penyelenggara Negara Aparatur Sipil Negara 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam 

melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta 

pemeriksaan terhadap kekayaannya dalam rangka mencegah 

praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kewajiban 

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan; 

1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repub;lik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun . 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4250); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011 , Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 
2022 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801) ; 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 
Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5657); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4890); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 
87 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan 



Undang-Undang Nomor 12 
Pembentukan Peraturan 
(Lembaran Negara Republik 
Nomor 186); 

Tahun 2021 tentang 
Perundang-U ndangan 

Indonesia Tahun 2021 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan 
Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 572); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336); 

15. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang 
Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara Dan Laporan Harta Kekayaan 
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Pasuruan. 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 5 TAHUN 2023 
TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA 
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN 
HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN 

Pasall 

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dan huruf h Peraturan Bupati Nomor 5 
Tahun 2023 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan) diubah, sehingga Pasal 3 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN; 
(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah: 

a. Bupati; 
b. Wakil Bupati; 
c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama: 
d. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah; 
e. Camat; 
f. Sekretaris Badan, Sekretaris Dinas dan Sekretaris Inspektorat; 
g. Pejabat Administrator dan Pengawas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran; 
h. Pejabat Fungsional Auditor Tingkat Madya dan Pengawas Penyelenggara 

Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD); 
1. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada BUMD dan PT; 

dan 
J. Pejabat lain yang ditentukan oleh KPK. 

(3) Daftar Penyelenggara Negara Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Agustus 2023 

SEKRETARIS DAERAH,

                ttd. 

Ditetapkan di Pasuruan 
pada tangga1 14 Agustus 2023 
BUPATI PASURUAN,

           ttd.

M. IRSYAD YUSUF

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 218

TELAH DI TELITI 

Pejabat Tanggal Paraf 

Sekretaris Daerah <� 
"-., 

Asisten PKR u , .. 

lnspektur � 

Kepala Badan 
' 

Kabag. Hukum � 

Sekretaris Badan f, 
Kabid. Penilaian Kinerja 

� 
dan Penghargaan 

, 




